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PROSES PERIZINAN PERCERAIAN BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT 

PERATURAN PEMERINTAH  

NOMOR 45 TAHUN 1990
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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa saja alasan hukum perceraian 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana proses 

perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990.  Dengan menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 

Alasan hukum perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil adalah: pertama, salah satu pihak berbuat 

zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

kedua, Salah satu pihak meninggalkan pihak 

lain selam 2 tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya; ketiga, 

salah satu pihak mendapatkan hukuman 

penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat 

setelah perkawinan berlangsung; keempat, 

salah satu pihak melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat yang membahayakan pihak 

lain; kelima, salah satu pihak mendapat cacat 

badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 

dan keenam antara suami istri terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 2. Proses perizinan perceraian 

bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu permohonan izin 

untuk bercerai harus diajukan secara tertulis 

oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat dan 

harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan 

hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk 

bercerai. Permintaan izin diajukan kepada 

pejabat melalui saluran hierarki atau 

dilaksanakan sesuai dengan proses internal di 

lingkungan lembaga atau instansi dan 

memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada 

dalam struktur lembaga atau instansi yang 

bersangkutan. Setiap atasan yang menerima 

permintaan izin harus memberikan 

pertimbangan. Jika informasi dan penjelasan 
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sudah diperoleh, maka atasan tentu saja 

memerlukan waktu untuk menguji atau 

menganalisis pertimbangan apa yang 

seharusnya diberikan, atau kemudian dapat 

diteruskan kepada pejabat bersangkutan. 

Pemberian atau penolakan pemberian izin 

untuk melakukan perceraian dilakukan oleh 

pejabat secara tertulis dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya tiga hari terhitung secara 

imperatif. 

Kata kunci: Proses perizinan, perceraian, 

pegawai negeri sipil. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perkawinan, pemerintah telah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 untuk mengatur pelaksanaan perkawinan 

bagi warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk 

operasionalnya dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974. Dengan adanya undang-undang 

perkawinan diharapkan akan terjaga hak-hak 

dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga 

bersama anak-anak mereka secara yuridis.
3
 

Pemerintah menganggap bahwa warga 

Negara Indonesia yang berstatus pegawai 

negeri sipil (PNS) mempunyai kekhususan dari 

warga Negara Indonesia lainnya, sehingga 

diperlukan aturan tersendiri. Maka pada 

tanggal 21 April 1983 dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara 

khusus tentang izin perkawinan dan perceraian 

bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata 

lain, peraturan ini merupakan pangecualian dari 

UU No. Tahun 1974 yang bersifat umum. 

Ketentuan yang ada dalam peraturan 

tersebut sangat berbeda bahkan kontra 

produktif baik dengan hukum Islam maupun 

dengan hukum positif (Undang-Undang 

Perkawinan) Indonesia. Adanya pengkhususan 

ini, dikarenakan PNS dan pejabat merupakan 

unsur aparatur negara dan abdi masyarakat 

yang harus menjadi teladan yang baik bagi 

masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, 
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dan taat pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak 

menaati atau melanggar ketentuan mengenai 

izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri 

Sipil akan dijatuhi hukuman disiplin. Di samping 

itu, pengkhususan aturan perundang-undangan 

kepada Pegawai Negeri Sipil dan pejabat adalah 

untuk kepentingan penyelenggaraan sistem 

informasi kepegawaian, sebagai usaha untuk 

lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil serta memberikan 

kepastian hukum dan rasa keadilan.
4
 

Setiap perkawinan, perceraian, dan 

perubahan dalam susunan keluarga PNS harus 

segera dilaporkan kepada Kepala Badan 

Kepegawaian Negara menurut tata cara yang 

ditentukan. Adapun pengkhususan peraturan 

itu diterapkan pada beberapa tindakan hukum, 

seperti pernikahan, perceraian, pembagian gaji 

akibat perceraian, pernikahan poligami, status 

menjadi istri kedua bagi Pegawai Negeri Sipil 

wanita, mutasi keluarga, dan hidup bersama di 

luar ikatan pernikahan.  

Terkait dengan aturan pernikahan, Pegawai 

Negeri Sipil dan pejabat pemerintahan yang 

melangsungkan perkawinan wajib segera 

melaporkan perkawinannya kepada pejabat. 

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk 

janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan pernikahan kembali atau pegawai 

negeri sipil yang melakukan pernikahan dengan 

isteri kedua, ketiga, atau keempat.  

Sementara itu, terkait dengan perceraian 

terdapat beberapa aturan yang ditegaskan dan 

harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil, yakni 

untuk dapat melakukan perceraian, Pegawai 

Negeri Sipil harus memperoleh izin tertulis 

lebih dahulu dari pejabat. Surat permintaan izin 

perceraian diajukan kepada pejabat melalui 

jalur hirarki. Permintaan izin perceraian harus 

dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan 

pembuktian mengenai alasan-alasan untuk 

melakukan perceraian seperti tersebut di atas.  

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil 

yang akan melakukan perceraian, wajib 

memperoleh izin atau surat keterangan lebih 

dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil 
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yang berkedudukan sebagai penggugat atau 

bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan 

sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau 

surat keterangan tersebut, maka harus 

mengajukan permintaan secara tertulis.
5
 

Dalam surat permintaan izin atau 

pemberitahuan adanya gugatan perceraian 

untuk mendapatkan surat keterangan, harus 

dicantumkan alasan yang lengkap yang 

mendasarinya. Menurut Pasal 7 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, 

izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat 

apabila didasarkan pada alasan-alasan yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan dan ketentuan-ketentuan dalam 

Peraturan Perundang-Undangan ini. 

Pejabat memberikan izin untuk bercerai 

kepada Pegawai Negeri Sipil bersandar pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 

Sebaliknya permohonan izin untuk bercerai 

yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga 

harus berdasarkan pada alasan-alasan hukum 

yang ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

telah dijabarkan dalam Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau 

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar 

disembuhkan; 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 

selam 2 tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya; 

3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 

penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung; 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman 

atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan 

atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai 

suami istri; 

6) Antara suami istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak 
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ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.
6
 

 

Berkaitan dengan hal-hal yang telah 

diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik 

untuk mengangkat judul tentangW� ^W�}����

Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 

d�Zµv�íõõì_. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa saja alasan hukum perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil? 

2. Bagaimana proses perizinan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

skripsi ini adalah metode kepustakaan atau 

lybrary research. Metode ini dilakukan dengan 

mempelajari setiap peraturan perundang-

undangan dan literatur-literatur yang ada  yang 

berkaitan dengan Proses Perizinan Perceraian 

Bagi Pegawai Negeri Sipil.   

 

PEMBAHASAN 

D. Alasan Hukum Perceraian Bagi Pegawai 

Negeri Sipil 

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil 

yang akan melakukan perceraian, wajib 

memperoleh izin atau surat keterangan lebih 

dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang berkedudukan sebagai penggugat atau 

bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan 

sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau 

surat keterangan tersebut, maka harus 

mengajukan permintaan secara tertulis.
7
 

Dalam surat permintaan izin atau 

pemberitahuan adanya gugatan perceraian 

untuk mendapatkan surat keterangan, harus 

dicantumkan alasan yang lengkap yang 

mendasarinya. Menurut Pasal 7 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, 

izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat 
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apabila didasarkan pada alasan-alasan yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan dan ketentuan-ketentuan dalam 

Peraturan Perundang-Undangan ini. 

Pejabat memberikan izin untuk bercerai 

kepada Pegawai Negeri Sipil bersandar pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 

Sebaliknya permohonan izin untuk bercerai 

yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga 

harus berdasarkan pada alasan-alasan hukum 

yang ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

telah dijabarkan dalam Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau 

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar 

disembuhkan; 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 

selam 2 tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya; 

3.  Salah satu pihak mendapatkan hukuman 

penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung; 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman 

atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan 

atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai 

suami istri; 

6. Antara suami istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.
8
 

 

B. Proses Perizinan Perceraian Pegawai Negeri 

Sipil Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 

Memperhatikan substansi Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka dapat 

dipahami bahwa permohonan izin untuk 

bercerai harus diajukan secara tertulis oleh 

Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat. Namun, 

khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses 

hukum perceraiannya sudah diperiksa, tetapi 

belum diputus oleh pengadilan, baik yang 
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bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat 

maupun tergugat, maka harus memberitahukan 

adanya gugatan perceraian tersebut kepada 

pejabat guna memperoleh surat keterangan 

dari pejabat yang bersangkutan. Baik 

permohonan izin maupun pemberitahuan yang 

disertai permohonan surat keterangan 

tersebut, harus dicantumkan secara jelas 

alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil 

untuk bercerai. 

Permintaan izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 tersebut diajukan kepada pejabat 

melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa 

permohonan izin usaha bercerai yang diajukan 

kepada pejabat dilaksanakan sesuai dengan 

proses internal di lingkungan lembaga atau 

instansi dan memperhatikan pula jenjang 

jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau 

instansi yang bersangkutan. 

Setiap atasan yang menerima permintaan 

izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam 

lingkungannya, untuk melakukan perceraian, 

diwajibkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 untuk memberikan 

pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat 

melalui saluran hierarki dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai 

tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.  

Rasio hukum dari adanya jangka waktu 

pemberian pertimbangan dan penerusannya 

oleh atasan kepada pejabat adalah 

memberikan kesempatan kepada atasan untuk 

menelusuri informasi dan meminta klarifikasi 

atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum 

untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang 

mengajukan permohonan izin untuk bercerai 

tersebut.
9
 

Jika informasi dan penjelasan sudah 

diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan 

waktu untuk menguji atau menganalisis 

pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, 

atau kemudian dapat diteruskan kepada 

pejabat bersangkutan. Pemberian atau 

penolakan pemberian izin untuk melakukan 

perceraian dilakukan oleh pejabat secara 

tertulis dalam jangka waktu selambat-

lambatnya tiga hari terhitung secara imperatif 

dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990. 
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Kemudian, pejabat, berdasarkan Pasal 13 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, 

dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya 

kepada pejabat lain dalam lingkungannya, 

serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau 

yang dipersamakan dengan itu, untuk 

memberikan atau menolak pemberian izin 

tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin 

yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

golongan II ke bawah atau dipersamakan 

dengan itu. 

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 ini dapat dilakukan 

delegasi wewenang dari pejabat kepada 

pejabat lainnya berkaitan dengan pemberian 

atau penolakan pemberian izin untuk bercerai 

yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara 

teori wewenang pemerintahan diperoleh 

melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan 

mandat.  

Ada yang berpendapat bahwa dalam 

kepustakaan hukum administrasi ada dua cara 

utama untuk memperoleh wewenang 

pemerintahan, yakni atribusi dan delegasi, 

sedangkan mandat merupakan kadang-kadang 

saja, oleh karena itu ditempatkan tersendiri 

kecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha 

negara, mandat disatukan karena penerima 

mandat tidak dapat digugat secara terpisah. 

Sadjijono menjelaskan, bahwa wewenang 

atribusi (atributiebevoegdheid) adalah 

wewenang pemerintah yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, artinya 

wewenang pemerintah dimaksud telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, wewenang ini kemudian disebut 

sebagai asas legalitas (legaliteitbeginsel), yang 

dapat didelegasikan maupun dimandatkan.
10

  

Wewenang delegasi (delegatiebevoegheid) 

adalah wewenang yang diperoleh atas dasar 

pelimpahan wewenang dari badan atau organ 

pemerintahan lain. Sifat wewenang delegasi 

adalah pelimpahan yang bersumber dari 

wewenang atribusi. Akibat hukum ketika 

wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab 

penerima delegasi (delegataris) wewenang 

tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh 

pemberi wewenang, kecuali pemberi 

wewenang (delegansi) menilai terjadi 
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penyimpangan atau pertentangan dalam 

menjalankan wewenang tersebut. 

Sehingga wewenang dicabut kembali oleh 

pemberi delegasi dengan berpegang pada asas 

contrarius actus. Kesimpulannya wewenang 

delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi 

wewenang (delegans) apabila dinilai ada 

pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan 

wewenang. Adapun wewenang mandat 

(mandaatbevoegheid) adalah pelimpahan 

wewenang yang pada umumnya dalam 

hubungan rutin antara atasan dan bawahan, 

kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Ditinjau dari segi tanggung jawab dan 

tanggung gugatnya, maka wewenang mandat 

tanggung jawab dan tanggung gugat tetap 

berada pada pemberi mandat (mandans), 

penerima mandat (mandataris) tidak dibebani 

tanggung jawab dan tanggung gugat atas 

wewenang yang dijalankan. Setiap saat 

wewenang tersebut dapat digunakan atau 

ditarik kembali oleh pemberi mandat 

(mandans). 

Delegasi wewenang dari pejabat kepada 

pejabat lainnya diberikan dengan pemberian 

atau penolakan pemberian izin untuk bercerai 

yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil yang 

diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990, dalam perspektif teori 

kewenangan, merupakan wewenang delegatif, 

yang diperoleh pejabat tertentu (serendah-

rendahnya eselon IV atau yang dipersamakan 

dengan itu) atas dasar pelimpahan wewenang 

dari pejabat lainnya yang mempunyai 

wewenang awal yang bersumber dari 

wewenang atribusi atau bersumber dari Pasal 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990. 

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil 

yang akan melakukan perceraian yang 

berkedudukan sebagai: 

1) Pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi 

negara (saat ini tidak ada lembaga lagi 

lembaga tertinggi negara), menteri, jaksa 

agung, pimpinan lembaga pemerintahan 

non departemen (saat ini disebut non 

kementerian), pimpinan kesekretariatan 

lembaga tertinggi atau tinggi negara (saat 

ini tidak ada lagi lembaga tertinggi 

negara), gubernur Bank Indonesia, 

kepada perwakilan Republik Indonesia di 

luar negeri, dan gubernur kepada daerah 

tingkat I (saat ini disebut gubernur 

provinsi), wajib meminta izin lebih 

dahulu dari Presiden. 

2) Bupati atau walikotamadya kepala 

daerah tingkat II (saat ini disebut bupati 

atau walikota) termasuk di daerah 

khusus Ibukota Jakarta dan walikota 

administratif (saat ini tidak ada lagi 

walikota administratif) wajib meminta 

izin lebih dahulu dari Menteri Dalam 

Negeri. 

3) Pimpinan bank milik negara dan 

pimpinan bank usaha milik negara, wajib 

meminta izin lebih dahulu dari Presiden. 

4) Pimpinan bank milik daerah dan 

pimpinan badan usaha milik daerah, 

wajib meminta izin lebih dahulu dari 

Kepala Daerah yang bersangkutan.
11

 

Pejabat yang menerima permintaan izin 

untuk melakukan perceraian sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

memperhatikan dengan saksama alasan-alasan 

yang dikemukakan dalam surat permintaan izin 

dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan. 

Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang 

dikemukakan dalam permintaan izin tersebut 

kurang meyakinkan, maka pejabat harus 

meminta keterangan tambahan dari suami atau 

istri dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan 

permintaan izin itu atau dari pihak lain yang 

dipandang dapat memberikan keterangan yang 

meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, 

pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan 

kembali suami istri yang bersangkutan dengan 

cara memanggil mereka secara langsung untuk 

memberi nasihat. 

Untuk menjamin kelancaran dan 

keseragaman dalam pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang 

merupakan perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka 

diterbitkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan 

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi 
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Lihat, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 
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Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990. 

Petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan 

masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil 

menurut surat edaran tersebut, yaitu  Pegawai 

Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian 

wajib memperoleh izin tertulis atau surat 

keterangan lebih dahulu dari pejabat. 

Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun 

wanita yang akan melakukan perceraian dan 

berkedudukan sebagai penggugat, wajib 

memperoleh izin tertulis dahulu dari pejabat. 

Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita 

yang akan melakukan perceraian dan 

berkedudukan sebagai tergugat wajib 

memberitahukan secara tertulis adanya 

gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran 

hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan 

surat keterangan, dalam waktu selambat-

lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima 

gugatan perceraian.
12

 

 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Alasan hukum perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil adalah: pertama, salah satu 

pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang 

sukar disembuhkan; kedua, Salah satu pihak 

meninggalkan pihak lain selam 2 tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan 

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 

luar kemampuannya; ketiga, salah satu 

pihak mendapatkan hukuman penjara 5 

tahun atau hukuman yang lebih berat 

setelah perkawinan berlangsung; keempat, 

salah satu pihak melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak lain; kelima, salah satu pihak 

mendapat cacat badan atau penyakit 

dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami istri; dan 

keenam antara suami istri terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga. 

2. Proses perizinan perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil yaitu permohonan izin untuk 

bercerai harus diajukan secara tertulis oleh 

Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat dan 

harus dicantumkan secara jelas alasan-
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 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa 

Yahanan, Op-Cit, hal. 459. 

alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil 

untuk bercerai. Permintaan izin diajukan 

kepada pejabat melalui saluran hierarki atau 

dilaksanakan sesuai dengan proses internal 

di lingkungan lembaga atau instansi dan 

memperhatikan pula jenjang jabatan yang 

ada dalam struktur lembaga atau instansi 

yang bersangkutan. Setiap atasan yang 

menerima permintaan izin harus 

memberikan pertimbangan. Jika informasi 

dan penjelasan sudah diperoleh, maka 

atasan tentu saja memerlukan waktu untuk 

menguji atau menganalisis pertimbangan 

apa yang seharusnya diberikan, atau 

kemudian dapat diteruskan kepada pejabat 

bersangkutan. Pemberian atau penolakan 

pemberian izin untuk melakukan perceraian 

dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam 

jangka waktu selambat-lambatnya tiga hari 

terhitung secara imperatif. 

 

B. SARAN 

1. Dalam mengurangi angka perceraian dalam 

kalangan Pegawai Negeri Sipil, diharapkan 

pemerintah perlu merumuskan kembali 

alasan-alasan hukum yang diharuskan dalam 

pengajuan permohonan perizinan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, agar 

tidak mudah bagi seseorang Pegawai Negeri 

Sipil untuk melakukan perceraian jika alasan 

tersebut tidak sesuai. 

2. Perlu adanya perubahan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang 

proses perizinan perceraian Pegawai Negeri 

Sipil agar lebih terinci dan lebih mudah 

langkah-langkah dalam pengurusan izin 

perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil 

tersebut.  
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